
 

 

 

WALIKOTA SORONG 
 

PEMERINTAH KOTA SORONG 
 

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG 

NOMOR    36    TAHUN 2013 

TENTANG 

PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SORONG, 

Menimbang : a.  bahwa pedagang kaki lima sebagai bentuk kegiatan 
pelaku usaha di sektor informal, keberadaanya 
memberikan kontribusi secara ekonomis, sosiologis, dan 
nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, 
keharmonisan dan kreatifitas kepada masyarakat Kota 
Sorong; 

 b.  bahwa untuk mengakomodasikan keberadaan pedagang 
kaki lima sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
diperlukan langkah-langkah yang dapat menempatkan 
pedagang kaki lima sebagai bagian yang intergal dari 
perencanaan, pelaksanaan program pemerintah, dan 
kebijakan yang berkenaan dengan penataan kota, 
khususnya yang berkaitan dengan ketertiban, keamanan, 
kenyamanan, keindahan, dan kebersihan kota; 

 c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan 
Pedagang Kaki Lima; 

 

Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 
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 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian 
Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, 
Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong, (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, 
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak 
Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3960); 

 3.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 4.  Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4444); 

 5.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 

 6.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah Tambahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 

 7.  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 
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 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); 

 10.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3258); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4593); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4655); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 
2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan 
Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2012 Nomor 291; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan 
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG 

dan 

WALIKOTA SORONG 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN 
PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1.  Daerah adalah Kota Sorong. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Walikota dan 

Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Walikota adalah Walikota Sorong. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah 

Daerah. 

6.  Distrik adalah Distrik dilingkungan Pemerintah Daerah. 

7.  Kelurahan adalah Kelurahan dilingkungan Pemerintah Daerah. 

8.    Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS 

Daerah adalah Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah 

yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan 

untuk melakukan penyidikan. 
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9.   Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang 

yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang 

menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup 

dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak yang 

bersifat sementara/tidak menetap. 

10.  Fasilitas umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau 

perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk 

dipergunakan oleh masyarakat secara luas. 

11.  Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian 

jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang 

diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah.  

12.  Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan 

dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin 

keamanan pejalan kaki yang bersangkutan. 

13.  Lokasi berdagang PKL adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai 

dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk 

melakukan kegiatan berdagang bagi PKL. 

14.  Satuan Tugas Khusus adalah Tim yang dibentuk Walikota, khusus 

untuk melaksanakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. 

15.  Relokasi adalah proses pemindahan tempat berdagang bagi PKL. 

16.  Revitalisasi Pasar adalah peningkatan fungsi dan potensi pasar 

berdasarkan pemanfaatan lahan pasar yang tidak terpakai oleh PKL. 

17.  Belanja Tematik adalah Penempatan PKL berdasarkan beragam jenis 

dagangan di satu lokasi tertentu. 

18.  Konsep Festival adalah Penempatan PKL berdasarkan pada 

pelaksanaan event-event tertentu. 

19.  Konsep Pusat Jajan Serba Ada (Pujasera) adalah Penempatan PKL 

makanan berdasarkan lokasi tertentu berdasarkan sistem bagi hasil 

dengan pemilik lokasi sebagai pengganti uang sewa. 

 

 


